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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT 
NOMOR  24    TAHUN 2016 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 2016 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, 
Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur  tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2015. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4250); 

  2. 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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 Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4422); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049); 

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir denganPeraturan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
Dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4577); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 
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23. 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

  25. Peraturan Daerah Provinsi  Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah  (Lembaran  Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26); 

  26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 56); 

  27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 60); 

  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 61); 

  29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 63); 

  30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor  7  Tahun 2014 tentang  Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 
7); 

  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2015 Nomor 5). 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENJABARAN  PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 
 

                                       Pasal 1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri atas; 
1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah   Rp  273.507.239.232,90 
b. Pendapatan Transfer   Rp  1.198.126.459.775,00 
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah   Rp        2.116.120.839,00 

               Jumlah Pendapatan    Rp  1.473.749.819.846,90 
 

 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai   Rp 239.971.270.893,00 
2) Belanja Bunga   Rp         2.876.292.000,00 
3) Belanja Subsidi   Rp                        0,00 
4) Belanja Hibah   Rp 233.733.427.250,00 
5) Belanja Bantuan Sosial   Rp   13.650.743.936,00 
6) Belanja Bagi Hasil   Rp 119.526.420.702,00 
7) Belanja Bantuan Keuangan   Rp       64.819.787.000,00 
8) Belanja Tidak Terduga   Rp                        0,00 
                                             Jumlah  Rp     674.577.941.781,00 
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b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai   Rp        129.750.000,00 
2) Belanja Barang dan Jasa   Rp  450.252.487.978,96 
3) Belanja Modal   Rp  445.228.018.490,00 
                                             Jumlah  Rp      895.610.256.468,96 
 

 Jumlah Belanja  Rp   1.570.188.198.249,96 
 Surplus/(Defisit)         (Rp       96.438.378.403,06) 

 
3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan    Rp      140.074.163.060,78 
b. Pengeluaran    Rp      2.000.000.000,00 
          Jumlah Pembiayaan Neto  Rp      138.074.163.060,78 

         Silpa  tahun berkenaan  Rp        41.635.784.657,72 
 
 

Pasal 2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini. 

Pasal 3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam 

penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II 

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini. 

Pasal 5 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini. 
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Pasal 6 
Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 24 
  

Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal 31 Agustus 2016 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

                  ttd 
 

H. ANWAR ADNAN SALEH 
 
 

Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal 31 Agustus 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT, 

 
                 ttd 

 
Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya   
      KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 
Drs. YAKUB F. SOLON, SH, M.Pd 
Pangkat  : Pembina Utama Muda 
Nip     : 19651005 198812 1 002 
 

 


